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MATRIKS PERBANDINGAN 

  

PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 92 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 

KABUPATEN WONOGIRI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI 

NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 92 TAHUN 2021 

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

 

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 92 Tahun 

2021 Tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Wonogiri 

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 71 Tahun 

2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Wonogiri Nomor 92 Tahun 2021 

Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Kabupaten Wonogiri 

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 

Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 

92 Tahun 2021 Tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Wonogiri 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG 

MAHA ESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG 

MAHA ESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG 

MAHA ESA 

BUPATI WONOGIRI, BUPATI WONOGIRI, BUPATI WONOGIRI, 

Menimbang: 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tehnis 

Pengelolaam Keuangan Daerah maka 

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 34 

Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Wonogiri beserta 

perubahannya perlu ditinjau kembali;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud huruf a perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Kabupaten Wonogiri; 

Menimbang: 

a. bahwa untuk melengkapi uraian/format 

dokumen agar sesuai dengan 

perkembangan pelayanan publik, maka 

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 92 

Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu 

ditinjau kembali;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud huruf a, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 

92 Tahun 2021 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Wonogiri; 

Menimbang: 

a. bahwa untuk melengkapi 

uraian/format dokumen agar sesuai 

dengan perkembangan pelayanan 

publik, maka Peraturan Bupati 

Wonogiri Nomor 92 Tahun 2021 

tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Wonogiri 

sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 71 

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 92 

Tahun 2021 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Wonogiri perlu ditinjau kembali;        
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud huruf a, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Bupati Wonogiri Nomor 92 Tahun 

2021 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Wonogiri; 

Mengingat: 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 

Jawa Tengah (Serita Negara Tahun 1950 

Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4250); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286), 

Mengingat: 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 

Jawa Tengah (Serita Negara Tahun 1950 

Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4250); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286), 

Mengingat: 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II 

Batang dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1950 ten 

tang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 

2757);  

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas Korupsi, 

Kolusidan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 

3851) sebagaimana telah diubah 
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sebagaimana telah diubah dengan 

UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekenomian Nasional 

dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan 

Menjadi UndangUndang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan 

Perekenomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan Menjadi Undang-

sebagaimana telah diubah dengan 

UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekenomian Nasional 

dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan 

Menjadi UndangUndang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan 

Perekenomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan Menjadi Undang-

dengan Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi {Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4250); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286), 

sebagaimana telah diubah dengan 

UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undarig-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau 

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman 

yang Membahayakan Perekenomian 

Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi UndangUndang 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara 
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Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6516); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan 

Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6516); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 

2001 ten tang Pembinaan dan Pengawasan 

atas Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4090); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355) 

sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau 

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman 

yang Mem bahayakan Perekenomian 

Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6516); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
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Perekenomian Nasional dan/ atau 

Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 

UndangUndang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6516); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 

2001 ten tang Pembinaan dan Pengawasan 

atas Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4090); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan 

Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 

2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 

2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 

2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lemabran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 ten tang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi UndangUndang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

6. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 

2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 

6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 

Tahun 2001 ten tang Pembinaan dan 

Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 

4090); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Sadan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
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Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 

42);Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lemabran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah 

nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah 

nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 

2018 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 

42);Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

1425) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 

2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lemabran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5533) 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

1425); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

77 Tahun 2020 ten tang Pedoman Tehnis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

64 Tahun 2013 ten tang Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

1425); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, 

Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Repu blik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual Pada 

Pemerintah Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1425} sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

ten tang Klasifi.kasi, Kodefikasi, dam 

Nomenklatur Perencanaan 
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Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1447); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

17. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 92 

Tahun 2021 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Wonogiri sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Wonogiri 

Nomor 71 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Wonogiri Nomor 92 Tahun 2021 

tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Wonogiri; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI 

WONOGIRI TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH 

KABUPATEN WONOGIRI. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI 

TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BUPATI 

NOMOR 92 TAHUN 2021 

TENTANG KEBIJAKAN 

AKUNTANSI PEMERINTAH 

KABUPATEN WONOGIRI. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI 

TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS 

PERATURAN SUPATI 

WONOGIRI NOMOR 92 

TAHUN 2021 TENTANG 

KESIJAKAN 

AKUNTANSI 

PEMERINTAH 

KABUPATEN 

WONOGIRI. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud 

dengan : 

1. Bupati adalah Bupati Wonogiri.  

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah 

Kabupaten Wonogiri.  

3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan 

kewajiban Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah 

yang dapat dinilai dengan uang termasuk di 

dalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban 

Daerah.  

4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 

keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban, dan 

pengawasan keuangan Daerah.  

5. Akuntansi adalah proses pencatatan, 

pengukuran, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran transaksi dan kejadian 

keuangan, penginterpretasian atas 

hasilnya, serta penyajian laporan.  

6. Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-

prinsip akuntansi yang diterapkan dalam 

menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintah.  

7. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-

prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan 

Bupati Wonogiri Nomor 92 Tahun 2021 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Kabupaten Wonogiri (Serita Daerah 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 94) 

diubah sebagaimana tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisah dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran 

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 92 

Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Serita 

Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 

Nomor 94) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 

71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 92 

Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Wonogiri 

sebagaimana tercantum dalam lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisah dari 

Peraturan Bupati ini. 
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aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik 

yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan 

dalam penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan.  

8. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah 

suatu laporan keuangan yang merupakan 

gabungan keseluruhan laporan keuangan 

entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai 

satu entitas pelaporan tunggal. 

BAB II 

KEBIJAKAN AKUNTANS 

Pasal 2 

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 

mengatur: 

a. Dasar pengakuan, pengukuran, dan 

pengungkapan dalam akuntansi 

pendapatan, belanja, beban dan 

pembiayaan aset, kewajiban, ekuitas, 

serta penyajiannya dalam laporan 

keuangan.  

b. Penyusunan dan penyajian Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah dalam 

rangka memenuhi tujuan akuntabilitas, 

meningkatkan keterbandingan laporan 

keuangan baik terhadap anggaran, 

antar periode, maupun antar entitas 

akuntansi sebagaimana ditetapkan oleh 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Basis akuntansi yang digunakan dalam 

laporan keuangan pemerintah daerah yaitu 

basis akrual, namun, dalam hal Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah disusun 
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dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

disusun berdasarkan basis kas. 

Pasal 3 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 

terdiri dari: 

a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan 

Keuangan: 

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);  

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih (LPSAL);  

3) Neraca;  

4) Laporan Operasional (LO);  

5) Laporan Arus Kas (LAK);  

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);  

7) Catatan atas Laporan Keuangan 

(CaLK);  

8) Laporan Keuangan Konsolidasian. 

b. Kebijakan Akuntansi Akun: 

1) Kebijakan Akuntansi Aset;  

2) Kebijakan Akuntansi Kewajiban;  

3) Kebijakan Akuntansi Ekuitas;  

4) Kebijakan Akuntansi Pendapatan-

LRA;  

5) Kebijakan Akuntansi Belanja;  

6) Kebijakan Akuntansi Transfer;  

7) Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;  

8) Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO;  

9) Kebijakan Akuntansi Beban;  

10) Kebijakan Akuntansi Koreksi 

Kesalahan; 
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Pasal 4 

Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam 

lampiran Peraturan Bupati ini. 

  

BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka 

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 34 Tahun 

2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Kabupaten Wonogiri beserta perubahannya 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tahun 

anggaran tahun 2021. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam 

Berita Daerah Kabupaten Wonogiri. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam 

Berita Daerah Kabupaten Wonogiri. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam 

Berita Daerah Kabupaten Wonogiri. 

Ditetapkan di Wonogiri 

pada tanggal 14 Desember 2021 

BUPATI WONOGIRI, 

ttd. 

JOKO SUTOPO 

Ditetapkan di Wonogiri 

pada tanggal 27 Desember 2022 

BUPATI WONOGIRI, 

ttd. 

JOKO SUTOPO 

Ditetapkan di Wonogiri 

pada tanggal 7 Juli 2023 

BUPATI WONOGIRI, 

ttd. 

JOKO SUTOPO 

Diundangkan di Wonogiri 

pada tanggal 14 Desember 2021 

Diundangkan di Wonogiri 

pada tanggal 27 Desember 2022 

Diundangkan di Wonogiri 

pada tanggal 7 Juli 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

WONOGIRI, 

ttd. 

HARYONO 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

WONOGIRI, 

ttd. 

HARYONO 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

WONOGIRI, 

ttd. 

HARYONO 
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Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 

2021 Nomor 94 

Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 

2022 Nomor 71 

Berita Daerah Kabupaten Wonogiri 

Tahun 2023 Nomor 31 

LAMPIRAN PERUBAHAN LAMPIRAN PERUBAHAN LAMPIRAN 

 


